
TERORIS BERKELIARAN, HUKUM YANG TEGAS SOLUSINYA? 

Terorisme merupakan gerakan manusia berhati ‘iblis’ yang menarik perhatian 
para akademisi untuk mengkajinya lebih dalam terutama dalam upaya mengatasi 

tindakan ini. Tindakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi 

fenomena global. Terorisme menjadi pusat perhatian khusus di Indonesia sejak 

pengeboman serentak 38 gereja dimalam natal 21 tahun yang lalu. Hingga kini kita 

masih berhadapan dengan kasus terorisme yang dengan jaringan baru dan ahli yang 

lebih mumpuni. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan pemerintah dalam 

kekuatan hukum untuk menghapus tuntas tindakan terorisme. 

Asas dari negara demokrasi ialah ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.’ 
1Demokrasi tidak hanya berbicara mengenai sistem pemerintahan saja, tetapi juga 

berdiskusi mengenai gaya hidup bangsa dan tatanan rakyat dalam kehidupannya. 

Pemilihan asas demokrasi sejalan dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 

1945 alinea ke-4, bahwa negara memiliki tugas dan kewajiban dalam memelihara 

keamanan, ketentraman serta aktif dalam penyelenggaraan perdamaian dunia. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah yang menjadi wakil rakyat berkewajiban dalam 

menegakkan hukum dan melindungi setiap rakyat dari ancaman berbahaya baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Tindakan yang begitu menyoroti dan memancing keributan di tengah 

masyarakat adalah terorisme. Bukan tanpa alasan pengeboman yang terjadi secara 

tiba-tiba menimbulkan rasa khawatir dalam masyarakat, kasus pengeboman 38 
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tempat di malam natal tahun 2000 dan peristiwa lainnya mengakibatkan banyak 

kerugian baik dari segi materil maupun non materil. Guncangan keras terhadap 

bangsa bukan hanya perkara bom yang tiba-tiba menyerang kemudian 

membahayakan nyawa tapi juga dengan peledakan bom yang rata-rata menyerang 

gereja, dan tuduhan terhadap umat islam di Indonesia. Indonesia adalah negara 

multikultural yang didalamnya terdapat bermacam agama, budaya, suku serta adat-

istiadat yang berbeda. Paradigma-paradigma yang muncul seringkali menimbulkan 

tanda tanya didalam hati masyarakat perihal bagiamana hukum menanggapi tuduhan 

yang menyerang rakyatnya. 

Jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara 

hukum.“  Kekuatan hukum Indonesia dianggap masyarakat Indonesia dapat 

memayungi dan sebagai jembatan dalam mencapai tujuan nasional. Kejadian di 

malam natal tahun 2000 bukanlah kasus terorisme yang pertama, pertama kali aksi 

teroris di kompleks Perguruan Cikini dengan niatan membunuh Ir. Soekarno yang pada 

saat itu menjabat sebagai seorang presiden dan hingga kini lebih dari 300 kasus 

terorisme di Indonesia.2 

 

Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBI) terorisme adalah pemakaian 

kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk 

mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-

bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.3 Sementara US Central 

Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah 

terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau 

diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. Dari pengertian-

pengertian ini kita dapat memahami satu hal bahwa tindak terorisme dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat banyak 

perbedaan terkait pengertian tindakan terorisme secara baku dan dapat diterima oleh 

masyarakat secara universal. Pemahaman mengenai konsep dasar terorisme masih 

terus diperbincangkan hingga saat ini. 

Kegiatan terorisme dapat dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok, juga 

dapat dilakukan oleh negara atau non negara. Terorisme negara biasanya dilakukan 

oleh seorang tirani, seperti pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto dengan 

melakukan teror pada saat akan menjelang pemilihan umum, kasus penembakan 

misterius (petrus) kejadian ini berlaku bagi siapa saja yang ingin melawan kekuasaan 

otoriter Soeharto.4 Sedangkan terorisme non negara biasanya dilakukan atas dasar 

semangat keagamaan, ideologi politik, gerakan perlawanan terhadap pemerintah 

tiran, perjuangan kemerdekaan, atau separatisme. 

Terorisme yang dilakukan oleh kelompok dan persorangan pernah terjadi di 

Indonesia namun rata-rata dilakukan oleh kelompok misalnya, kasus Bom Natal tahun 
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2000, Bom Bali I dan II, dan pengeboman gereja di Surabaya. Sementara pengeboman 

yang dilakukan oleh seseorang (lone wolf) jarang dilakukan di Indonesia misalnya 

kasus penyerangan di Mabes Polri pada 31 Januari 2021. 5Untuk kasus diluar negeri 

ada kegiatan terorisme yang dilakukan perorangan Theodore John Kaczynski, Federal 

Bureau, dan Timothy Mc. Veigh. Theodore melakukan serangan bom sendirian selama 

lebih kurang 15 tahun. Sementara Bureau dijuluki sebagai Unabomber dan tertangkap 

1996. Sedangkan pelaku terkenal lainnya dalam melakukan aksi perorangan adalah 

Timothy Mc. Veigh.   

Kegiatan terorisme dilakukan dengan menggunakan bom, senjata api, dan 

melakukan tindakan kekerasan ditengah masyarakat. Di Indonesia sendiri kegiatan 

terorisme terkenal dengan melakukan bom bunuh diri yang menimbulkan efek 

ketakutan bagi masyarakat. Keterkaitan Islam dan terorisme bermula dari sekelompok 

orang yang mengaku islam mengatasnamakan jihad. Sekelompok orang ini merupakan 

kelompok militant Jemaah Islamiyah (JI) yang bersandingan dengan Al-Qaeda. Al-

Qaeda adalah organisasi yang dipimpin oleh Usamah bin Laden yang mengeluarkan 

fatwa bagi kaum islam wajib membunuh orang selain agama muslim. Lantas yang 

menjadi pemikiran kita ‘bagaimana organisasi ini tumbuh menjadi organisasi radikal 

dan bertaraf internasional’. 
Awalnya organisasi ini merupakan organisasi multinasional, kaum muhajidin 

yang dipimpin Utsman dan yang menjadi otak ialah Amerika Serikat. Pada tahun 1980-

an Uni Soviet ingin melakukan agresi ke Afghanistan tapi pada saat itu Amerika yang 

tidak suka atas agresi tersebut gencar melakukan pemasokan senjata kepada kaum 

muhajidin untuk menentang agresi ini. Anggota kaum ini bukan hanya warga 

afganistan tapi juga banyak dari kawasan Asia Tenggara, salah satunya Filipina.6 

Paradigma pelaku terorisme yang melekat hampir disemua pikiran masyarakat 

dunia ialah islam. Penuduhan ini bukan tanpa alasan, hal ini terkait dengan muslim 

yang menjadi terorisme global, maka islam dianggap sebagai pembawa tindak 

terorisme. Dalam bahasa Prof. Dr. Alwi Shihab, "Orang yang selama ini menganggap 

Islam adalah agama damai, toleran, dan sebagainya, kini curiga dan menganggap 

orang yang melakukan (terorisme) mungkin dipengaruhi agamanya."  

Radikalisme kaum islam mulai menunjukkan “tanduk” pengaruhnya melalui 
pendapat Hasan al-Banna (sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir) dan Abul A’la 
al-Maududi (sebagai pencetus jama’at Islami di Pakistan) yang memperkenalkan 
gagasan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama tapi sebuah ideologi politik. 

Ideologi ini dibangun karena kefrustasian mereka melihat Islam yang selalu didesak 

secara struktural oleh imperialisme barat. 7Ideologi yang muncul dari pendapat kedua 

tokoh ini pun ikut menumbuhkan gagasan akan berdirinya sebuah kekhalifahan Islam, 

seperti yang pernah berjaya sebelumnya. Sayyid Qutb melanjutkan ideologi ini bahkan 

dengan lebih keras kembali. Islam radikal berpendapat konsep demokrasi di negara 

demokrasi, termasuk Indonesia merupakan inovasi dan kreasi manusia yang harus 
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diperangi karena termasuk bid’ah. Maka tidak heran bila salah satu agenda dari Islam 

radikal ialah mengganti ideologi Pancasila menjadi hukum Islam. 

Muslim radikal terpengaruh pola-pola khawarij pada masa awal periode 

sejarah umat muslim yang memiliki pemikiran sempit, kaku dalam memahami islam, 

serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Kekeliruan dalam 

menafsirkan makna jihad sebagai salah satu tindakan wajib dalam membunuh bangsa 

kafir. Fakta lain tentang faham radikal di Indonesia adalah adanya 16 kelompok yang 

bergabung dengan ISIS. Pandangan yang salah adalah salah satu bentuk salah tafsir 

dari makna Al-Quran dan hadisnya. 

Ajaran yang disebarkan oleh Usamah bin Laden adalah ajaran kebencian yang 

menghalalkan pembunuhan. Bertolak belakang dengan ajaran yang disebarkan oleh 

rasulullah SAW. Allah SAW bersabda dalam Qs :7:28 yang artinya : “dan apabila 
mereka melakukan perbuatan keji,mereka berkata :”kami mendapati nenek moyang 
8kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” 
Katakanlah : “sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang 
keji.” Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?”. 
Dalam ayat ini jelas mempertegas siapa pelaku dari tindakan terorisme yang 

sebenarnya yaitu mereka yang radikal dalam pemikiran, tindakan dan pandangan 

dalam upaya mengubah tatanan yang baru. 

Banyak pelaku dari aksi teror ini, mulai dari islam radikal ataupun yang hanya 

mengatasnamakan diri sebagai Islam. Tuduhan tajam terhadap Islam sebagai semua 

dalang dari tindak terorisme merupakan kesalahan besar. Memandang dari satu sisi 

akan membuat permasalahan ini tidak akan menemukan solusi. Memandang dari 

kacamata William Pardue, wacana demokrasi yang dipropagandakan AS dalam 

mengintervensi negara-negara lainnya. Demokratisasi dijadikan AS sebagai jalan 

dalam melaksanakan tujuannya yang sebenarnya. Pada tahun 2003 AS menginvasi Irak 

dengan alasan ingin menumbuhkan demokrasi di wilayah Timur Tengah. Intervensi ini 

membawa kemenangan Irak dalam perang Iwo Jima melawan Jepang. Demokratisasi 

hanyalah strategi AS dalam menguasai kembali minyak Irak yang selama ini dikuasai 

pihak seteru Amerika. Intervensi Amerika kepada Chili, Allande terpilih menjadi 

seorang presiden tapi kemudian digulingkan dengan rezim yang lebih bersahabat 

dengan AS. 9 

Amerika selalu berorasi untuk bersama-sama melawan tindakan terorisme di 

dunia. Ironisnya AS secara terang-terangan mendukung terorisme dalam konteks 

perlakuan Israel terhadap bangsa Palestina. Dukungan Amerika terhadap Israel 

membuat negara ini kehilangan akal sehatnya sehingga tidak lagi berpikir kritis, pada 

saat pengeboman WTC Israel di sinyalir mengambil peran. Indikasi tersebut sebagai 

berikut : Ada 5000 karyawan bangsa Yahudi yang bekerja di kantor WTC tidak masuk 

kerja, polisi AS menangkap 5 orang Israel sedang bernyanyi dan bersenang-senang 

seiring runtuhnya ikon New York tersebut, disisi lain para pengusaha Yahudi menarik 

saham mereka sebelum runtuhnya WTC setelah beberapa lama mereka kemudian 
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menanamkan modalnya kembali. Namun kecurigaan AS tidak tersentuh kepada Israel 

bahkan mencurigai negara-negara musuh Israel.10 

   Aksi terorisme pada awalnya yang membuat dunia gempar adalah 

pengeboman World Trade Center (WTC) New York, Amerika Serikat. Pengeboman 

tersebut dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden 

September 2001, atau Selasa Hitam itu. Penyerangan itu diduga karena kebencian 

kelompok Al-Qaeda terhadap kebijakan luar negeri AS di negara “para teroris”. 

Pada awalnya kelompok terorisme hanya menyerang komplotan-komplotan 

negara barat misalnya yang terjadi pada kasus Bom Bali I di Legian, Bali pada tahun 

2002. Tapi belakangan ini kelompok ini teror ini tidak hanya menyerang rumah gereja, 

simbol-simbol kapitalis dan dan dunia hedonis namun juga menyerang individu seperti 

aparatur pemerintahan, kepolisian bahkan presiden. Pada 3 Juni 2019 bom bunuh diri 

terjadi di pos polisi Kartasura bernama Yapto, tokoh Pemuda Pancasila. Goris Mere, 

pimpinanan Badan anti Narkoba Indonesia yang juga mantan anggota densus 88 serta 

musisi kenamaan Indonesia, Ahmad Dhani. Beberapa pernyataan Imam Samudra 

pelaku Bom Bali: 

 

“Berdasarkan niat atau target, jelas bom Bali merupakan 
jihad filsabilillah, karena yang jadi sasaran utamanya adalah 

bangsa-bangsa11 penjajah seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Ini 

semakin jelas dengan adanya pembantaian massal terhadap umat 

Islam di Afganistan pada bulan Ramadhan tahun 2001 yang 

disaksikan hampir seluruh umat manusia di segala penjuru dunia… 
Wahai, bangsa Muslim telah dianggap binatang, darah dan nyawa 

mereka sama sekali tidak ada harga…. Umat Islam harus bangkit 
melawan mereka dengan segala daya dan upaya. Perlawanan yang 

disyri’atkan oleh Islam adalah dengan cara jihad. Maka, bom Bali 
adalah salah satu bentuk jawaban yang dilakukan segelintir kaum 

Muslimin yang sadar dan mengerti akan arti sebuah pembelaan dan 

harga diri… Bom Bali adalah salah satu jihad yang harus 
dilakukan…12 

Beragamnya pelaku pasti memiliki motif di balik semua aksinya. Secara umum 

motif-motifnya adalah sebagai berikut: 

a Motif Politik 

Politik Indonesia menganut sistem demokrasi yang dimana 

seluruh keputusan berdasarkan kehendak rakyat dan kesejahteraan 

rakyat. Kebebasan berorganisasi inilah yang dicurigai menjadi motif 

munculnya tindak terorisme, diawali dengan kebebasan berpendapat, 

berkata, mendirikan organsisai sesuai UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3. 

Hubungan antara terorisme-demokrasi juga diungkapkan oleh Eubank 

dan Weinberg bahwa tindak terorisme lebih sering menimpa 
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masyarakat yang demokratis ketimbang masyarakat yang dipimpin 

oleh rezim otoriter. Kebebasan berasaskan demokrasi tanpa 

pertanggung jawaban. Indonesia sebagai landasan sering terjadinya 

tindakan terorisme.13 

b Motif Ekonomi 

Mencari keuntungan material sebanyak-banyaknya, biasanya 

dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations) 

seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan 

sejenisnya. 

c Motif Penyelamatan 

Dalam motif ini para pelaku merasa bahwa ini bukanlah sebuah 

tindakan teror melainkan tindakan penyelamatan. Para terorisme ini 

meyakini bahwa selama ini manusia terkurung dalam sebuah penderitaan 

dan harus segera dibebaskan dengan kematian. Hal ini dianggap mereka 

sebagai pekerjaan mulia. Contoh terorisme dengan motif menyelamatkan 

adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang pimpinan Shoko 

Asahara. Kelompok ini melakukan “penyelamatan” dengan menyebarkan 
gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo. Akibatnya 5000 orang luka-luka 

dan 10 lainnya meninggal dunia. 

d Motif Balas Dendam 

Motif inilah yang biasanya paling banyak digunakan, motif ini 

biasanya berhubungan dengan ketidaksenangan terhadap sebuah 

kebijakan yang berlaku. Contohnya ialah antara tentara Afghanistan 

dan pemerintah Amerika. Pada awalnya para warga ini diundang untuk 

berjihad melawan tentara Uni Soviet oleh Amerika. Kemampuan 

mereka sudah dilatih mulai dari kemampuan militer hingga 

menggunakan senjata, sampai mendapat pujian dari Ronald Reagan 

198614. Tapi sesudah tujuan Amerika tercapai mereka meninggalkan 

para pejuang ini. Inilah yang menjadi latar belakang balas dendam 

pengeboman WTC di New York. 

e Motif Kegilaan 

Motif ini dilatar belakangi dari para pelaku yang memiliki 

masalah kejiwaan. Pada tahun 1970-an teroris di Spanyol menganut 

motif ini dengan pemimpinnya ialah Carlos. 

Begitu banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan luar biasa ini yaitu 

rasa ketakutan serta ketidaknyamanan, kematian hingga infrastruktur lainnya yang 

rusak parah. Lantas apakah terus seseorang yang tidak bersalah menerima akibat dari 

yang tidak dilakukannya? Langkah- langkah apa saja yang akan diambil pemerintah 

dalam mengurangi tindak terorisme yang terus tumbuh subur di Indonesia?  

Dalam Pasal 1 ayat (1)  Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 dipaparkan 

berbagai unsur-unsur terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan 
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hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk 

menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan 

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas 

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau 

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap  objek-objek vital 

yang strategis atau fasilitas internasional.  

Negara yang dijalankan dalam roda pemerintahan dan terikat 

hukum dapat bekerja efisien dan efektif dalam memberantas tindak 

terorisme. Tapi dengan tidak melupakan hukum juga pagar yang 

menjamin keadilan, kenyamanan dan keamanan. Pemberantasan 

tindak terorisme dapat dimulai dengan langkah antisipasi dengan 

menerapkan tindakan preventif. Tindakan ini dapat dimulai dengan 

penyebaran nilai agama dan moral, perundang-undangan yang baik 

serta sarana-saran yang memberikan aura positif dalam mencegah 

tindak kejahatan. Misalnya dalam Kurikulum 2013 menetapkan yang 

diutamakan adalah pendidikan karakter bagi putra-putri bangsa 

menjadi religius, nasionalis, berintegritas, mandiri dan gotong royong 

yang diharapkan dapat mencegah berkembangnya paham radikal.15 

 Indonesia adalah negara inklusif yang didalamnya terdapat 

beragam agama, suku, serta budaya yang berbeda-beda dengan letak 

yang strategis sehingga dapat mudah terpengaruh paham dan ideologi 

dari luar. Dengan karakteristik dan kelemahan ini semua komponen 

harus bisa menjaga stabilitas keamanan dan mencegah segala bentuk 

terorisme Internasional. 

Menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., terdapat dua 

aspek tindakan pemberantasan terorisme, yaitu aspek nasional dan 

aspek global (internasional). Baik dari aspek nasional maupun 

internasional semuanya memiliki ketentuan dan kebijakan dalam 

langkah kerja sama dalam menghadapi tindak terorisme yang 

merugikan segala aspek.  

Kebijakan Internasional yang dipelopori dewan keamanan PBB 

telah melakukan pengkajian mendalam dan memberikan kajian 

komprehensif dalam aspek politik, ekonomi dan sosial, psikologi, 

komunikasi, pendidikan, militer dan migrasi. Dalam ketentuan Bab VII 

Piagam PBB, dengan implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara 

untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi 

pelaku terorisme. PBB telah menetapkan terorisme sebagai kejahatan 

internasional dan menetapkan beberapa peraturan mengenai 

penanganan tindak terorisme secara umum. 

Banyaknya kasus terorisme yang terjadi belakangan ini 

semacam sebuah sinyal yang menggambarkan Indonesia sebagai target 

operasi terorisme saat ini. Pemerataan ekonomi merupakan salah satu 
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solusi pencegahan tindak terorisme, ketimpangan ekonomi antara di 

daerah-daerah Indonesia sering menimbulkan api perpecahan dan 

tindakan anarkis. Misalnya tindakan yang dilakukan para terorisme di 

Papua (KKB) yang menganggap bahwa selama ini pemerintah hanya 

menjajah Papua untuk mengambil hasil kekayaan alamnya saja.16 

Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah 

dalam mengatasi tindak terorisme di Indonesia. Kembali ketopik awal 

bahwa salah satu penyebab terorisme ini adalah radikalisme agama, 

maka dengan melakukan pendekatan agama diharapkan dapat 

menjadi penyelesaian. Pertama, pendekatan agama ini ialah 

memberikan masukan bahwa tidak ada agama agama yang 

mengajarkan kekerasan. Islam sendiri berasal dari kata salam yang 

artinya damai. Jika Islam dituduh sebagai pembawa radikalisme dan 

terorisme maka yang harus dibenahi bukan Al-Quran dan hadis 

melainkan pikiran seseorang dalam memahami Al-Quran. Dengan 

adanya pendekatan ini bukan menciptakan jalan baru tapi menuntun 

mereka kembali ke jalan dan pandangan yang benar. 

Kedua, pendekatan psikologi guna mengakses kepribadian 

seseorang dalam aksi terorisme. Apakah motivasinya, keinginan untuk 

mati syahid atau ada tekanan dari kelompok? Itu semua dapat 

dilakukan oleh Komnas HAM dan LSM dalam upaya pemahaman 

strategi penanganan kedepannya, serta meminimalisir tindak 

kekerasan selanjutnya. 

Ketiga, pendekatan ekonomi. Seseorang yang merasa 

kekurangan dapat mudah sekali untuk di rayu mengikuti jalan yang 

salah. Orang berkekurangan dapat dengan terpaksa menjadi seorang 

pelaku kejahatan mulai dari mencopet, maling, membunuh dan 

menipu. Apalagi dengan paham radikal serta isu ketidakadilan. Isu 

ketidakadilan inilah yang sering memicu gerakan-gerakan anti 

pemerintah dan menjadi promotor terorisme.  

Keempat, pendekatan sosial-budaya. Dalam pendekatan ini 

yang menjadi target ialah kaum muda terlebih kaum muda yang umur 

belia memiliki kekuatan yang masih diatas rata-rata menjadi sasaran 

empuk kaum radikal. Perlunya pendekatan sosial yang lebih ditujukan 

orang tua kepada anak dalam membina dan sebagai teladan 

Kelima, pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud 

ialah pendekatan hukum yang berhubungan dengan HAM, terutama 

HAM pelaku teroris. Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku teroris 

mengundang banyak kontroversi karena telah melanggar HAM. Bagi 

pelaku teroris sendiri hukuman mati bukan menjadi jalan keluar justru 

membakar api semangat teroris lain dalam menjalankan aksi balas 

dendam. Oleh karena itu diperlukan keadilan dalam penetapan 

keputusan pengadilan. 

 
16 Surya Mukti Pratama and Muhammad Hafiz, ‘TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK 
KRIMINAL BERSENJATA (KKB) PAPUA SEBAGAI KELOMPOK TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 

NASIONAL’, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7.1 (2021), 87–104. 



Keenam, pendekatan politik. Tujuan dari terorisme dari aspek 

politik adalah perasaan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 

ingin menjadikan negara islam. Oleh karena itu pemerintah harus 

bersikap tegas dalam mengatasi setiap permasalahan sosial yang 

bersangkutan dengan religius. Pemerintah juga harus melaksanakan 

kebijakan secara adil dan independen serta membuat suatu wadah 

aspirasi bagi masyarakat dalam memberikan tanggapannya.17 

Upaya yang paling terakhir dilakukan adalah upaya represif, 

disinilah ketegasan hukum yang menjadi kunci terakhir dan membuat 

efek jera bagi para pelaku tindak terorisme. Dalam proses penjalanan 

hukum pidana juga memperhatikan hak korban sebagai korban, bukan 

hanya memandang dari segi pelaku saja. Penerapan asas praduga tak 

bersalah merupakan tindakan mencegah pelanggaran terhadap HAM 

dan merenggut keadilan bagi pelaku. Tindak penanggulan kejahatan 

dengan menggunakan pidana adalah hal yang paling tua, yaitu seumur 

manusia.  

Ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia 

dalam bentuk penetapan berbagai peraturan : 

● Pergumulan dalam melawan tindak terorisme sudah dilakukan 

dalam membentuk UU sebagai instrumen power. Akhirnya pada 

tahun 2018 Presiden bersama DPR mengesahkan UU No 5 Tahun 

2018 yang dahulunya UU No 15 Tahun 2003 dengan isi terbaru 

bahwa aparat langsung dengan segera melakukan berbagai 

macam upaya pencegahan dan penindakan terhadap setiap 

orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme.  

● Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 

2003 akhirnya terbentuklah Densus 88 AT (Detasemen Khusus 88 

Antiteror). 

● Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Badan Nasional 19 Mahrus Ali, Hukum 

Pidana Terorisme Teori dan Praktek, Gramata, Jakarta, 2012, hal. 

69 Penanggulangan Terorisme (BNPT).18 

● Memberikan wewenang kepada TNI/Polri dalam melakukan 

operasi-operasi dalam memberantas tindak terorisme. 

 

Selain Densus 88, TNI/Polri, Pemerintah ada satu lagi komponen utama dalam 

mencegah, menanggapi, dan bertindak dalam setiap tindak terorisme. Lembaga ini 

adalah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). 19Komponen utama inilah 

yang diharapkan sebagai kaki dan tangan pemerintah dalam melaksanakan segala 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen inilah yang menjangkau 

 
17 Muh Khamdan, ‘Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme’, Addin, 9.1 (2015). 
18 Marthisan Y Anakotta, ‘No Title’, 1, 2020, 46–66. 
19 Muhammad Zulfikar and others, ‘Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan 

Terorisme Di Indonesia’, 2 (2020), 129–44. 



semua elemen masyarakat terkecil serta elemen pemeintah di tingkat terendah 

Indonsia. 

Sentuhan ini mencegah bangkitnya gerakan-gerakan separatisme dan 

berujung terorisme. Terutama bagi generasi muda yang serba cepat dalam memahami 

informasi dalam media elektronik tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. 

Mulai dari konten radikalisme, cara membuat bom, penyebaran dan terpancing isu 

SARA, tutorial penyerangan yang disebarkan secara mudah dan praktis tanpa adanya 

pemantauan yang masif. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi antara kaum muda 

dua arah dengan pihak-pihak yang dapat menuntun pemikiran mereka tidak menuju 

pemikiran radikal 

Terorisme bukanlah pertama kali dihadapi oleh negara Indonesia dan tentunya 

bukanlah hal yang mudah diberantas. Oleh karena sulitnya dalam memprediksi dan 

memberantas jaringan beserta antek-anteknya dibutuhkan kerja keras bukan hanya 

pandangan sebelah mata. Alasan terbesar adalah demi mencapai tujuan nasional 

serta tidak terbunuhnya orang tidak bersalah. Pertanyaan yang selama ini terbesit 

serta menimbulkan pikiran negatif terhadap umat islam di Indonesia adalah salah 

besar. Al-Quran melarang tindak pembunuhan yang mengatasnamakan jihad serta 

mengatakan itu adalah aliran radikalisme yang berfikiran sempit serta sesat.  

Lantas, apakah tindakan hukum dapat mencegah tindakan terorisme? Belum 

tentu. Karena hukum merupakan kolaborasi yang baik dalam semua aspek, tindak 

preventif yang mumpuni serta kerja sama dari berbagai pihak dalam mencegah 

berbagi faktor pemicu terorisme.  

Dalam melawan terorisme bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai 

tangguk pemimpin roda pemerintahan. Kebijakan sebagai rakyat, pengamat politik, 

penerima kebijakan perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia 

yang multikultural sensitif terhadap isu-isu yang berbau SARA oleh sebab itu orang 

bijak mengatakan “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Dibutuhkan kerja sama 
dari pihak orang tua, masyarakat, pemerintah dan agama dalam menghadapi 

terorisme global dan internasional. 
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